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1

Terselenggaranya 

Birokrasi yang 

efetif, Efisien dan 

Berorientasi pada 

Pelayanan Prima

Nilai AKIP 

Inspektorat
B

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Tercapainya target 

kinerja urusan 

pemerintahan daerah 

secara akntabel

Indeks Kualitas 

Penunjang urusan 

pemerintahan daerah

25% 25% 25% 25%

Perencanaan, 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Tercapainya target 

kinerja urusan 

pemerintahan

Persentase 

ketersediaan 

dokumen 

perencanaan, 

penganggaran dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah

25% 25% 25% 25%

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

Tersusunnya 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

1 Dok 1 Dok 1 Dok  Rp                 4.651.950 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Dokumen RKA- SKPD

Tersedianya 

Dokumen RKA-SKPD 

dan Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen RKA- SKPD

Jumlah Dokumen 

RKA-SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

1 Dok  Rp                 9.809.000 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan RKA-

SKPD

Tersedianya 

Dokumen 

Perubahan RKA-

SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan RKA-

SKPD

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

1 Dok  Rp                 8.430.000 

Koordinasi dan 

Penyusunan DPA-

SKPD

Tersedianya 

Dokumen DPA-SKPD 

dan Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen DPA- 

SKPD

Jumlah Dokumen 

DPA-SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

1 Dok  Rp                 3.160.000 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Perubahan DPA- 

SKPD

Tersedianya 

Dokumen 

Perubahan DPA-

SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan DPA-

SKPD

Jumlah Dokumen 

Perubahan DPA-

SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan DPA-

SKPD

1 Dok  Rp                 3.010.000 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah Laporan 

Evaluasi CAPAIAN 

INDIKATOR RPJMD, 

RENSTRA, RENJA 

dan Perjanjian 

Kinerja

2 Laporan 2 Laporan  Rp                 3.175.000 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Terlaksananya 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

2 Laporan 2 Laporan  Rp                 3.525.000 

Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah

Terwujudnya 

Pelayanan 

Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah yang 

berkualitas

Presentase 

Ketersediaan 

Dokumen 

Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah

25% 25% 25% 25%
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Tersedianya Gaji dan 

Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

51 Orang 51 Orang 51 Orang 51 Orang  Rp          7.581.355.000 

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Terlaksananya 

Penatausahaan dan 

Pengujia/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

2 Laporan 2 Laporan  Rp               82.840.000 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Tersedianya Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan

/Semesteran SKPD 

dan 

Jumlah Laporan 

Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan  Rp               44.915.000 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Tersedianya Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Presentase 

Ketersediaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

100%

Pengadaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Tersedianya 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Unit 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang 

Disediakan

4 Unit  Rp               10.800.000 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Tersedianya 

Dokumen Pelayanan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

yang berkualitas

Presentase 

Ketersediaan 

dokumen 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

25% 25% 25% 25%

Bimbingan Teknis 

Implementasi 

Peraturan 

Perundang-

Undangan

Terlaksananya 

Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

berdasarkan Tugas 

dan Fungsi

Jumlah pegawai 

berdasarkan tugas 

dan fungsi yang 

mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan

5 Orang
 88.159.000

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Terwujudnya 

Pelayanan 

Administrasi umum 

Perangkat daerah 

yang berkualitas

Persentase 

Pelayanan umum 

Perangkat daerah

25% 25% 25% 25%

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Tersedianya 

Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah Paket 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

yang disediakan

1 Paket 1 Paket 1 Paket  Rp                 5.693.250 

Penyediaan 

Peralatan Rumah 

Tangga

Tersedianya 

Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah Paket 

Peralatan Rumah 

Tangga yang 

Disediakan

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket  Rp                 3.644.000 

RENCANA AKSI DIKAITKAN DENGAN IKU OPD

INSPEKTORAT DAERAH KAB. MAMUJU TAHUN 2023

NO. 
PROGRAM INDIKATOR

TARGET
SASARAN PROGRAM
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TARGETINDIKATOR 

SASARAN

SASARAN 
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NO. 
PROGRAM INDIKATOR

TARGET
SASARAN PROGRAM

ESELON II

TARGETINDIKATOR 

SASARAN

SASARAN 

STRATEGIS

 Anggaran 

ESELON III

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR
TARGET

SUB KEGIATAN

ESELON IV

SASARAN SUB 

KEGIATAN
INDIKATOR

TARGET

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

Tersedianya Bahan 

Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan

1 Paket 1 Paket 1 Paket  Rp               30.000.000 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Tersedianya Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

Disediakan

1 Paket 1 Paket  Rp                 2.904.700 

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan

Tersedianya Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

Disediakan

1 Paket  Rp                 6.048.000 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Terlaksananya 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

10 

Laporan

24 

Laporan

24 

Laporan

12 

Laporan
 Rp             135.773.000 

Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

pada

SKPD

Terlaksananya 

Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

pada SKPD

Jumlah Dokumen 

Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

pada SKPD

2 Aplikasi 2 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi
 2.428.000

Monitoring dan 

Evaluasi Tindak 

Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI 

dan Tindak Lanjut 

Hasil

Pemeriksaan APIP

Terlaksananya 

Monitoring dan 

Evaluasi Tindak 

Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI 

dan Tindak Lanjut 

Hasil

Pemeriksaan APIP

Jumlah Dokumen 

Hasil Monitoring 

dan Evaluasi Tindak 

Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI

dan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan 

APIP

82 

Kesepakat

an

 Rp               22.010.000 

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Tersedianya 

Penatausahaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Presentase 

Ketersediaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

100%

Penatausahaan 

Barang Milik Daerah 

pada SKPD

Terlaksananya 

penatausahaan 

barang milik daerah 

SKPD

Jumlah Laporan 

Penatausahaan 

Barang Milik Daerah 

pada SKPD

2 Laporan 8 Unit  Rp               18.540.000 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Tersedianya jasa 

penunjang urusan 

pemerintah daerah

Persentase 

ketersediaan jasa 

penunjang urusan 

pemerintah daerah

30% 30% 40%

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

 1 Laporan  1 Laporan  1 Laporan  Rp               12.535.800 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Terlaksananya 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Daerah

Presentase Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah yang 

terpelihara

50% 50%

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan, Dinas 

atau Kendaraan

Dinas Jabatan

Tersedianya Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak 

dan

Perizinannya

17 Unit 17 Unit  Rp               75.084.000 

25% 25% 25% 25%

Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Terlaksananya 

Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

yang Dipelihara

3 unit 3 unit 3 unit 3 unit  Rp                 4.000.000 

2

1.Persentase Tindak 

Lanjut hasil 

pengawasan 2. 

Opini BPK 3. Level 

Maturitas SPIP 

4.Persentase 

Manajemen Risiko 

25% 25% 25% 25%

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PENGAWASAN

meningkatnya 

kualitas implementasi 

sistem pengendalian 

intern pemerintah

1.Presentase Obyek 

Pengawasan yang 

diawasi 2. Presentase 

Rekomendasi Temuan 

Yang

Ditindaklanjuti

25% 25% 25% 25%

Penyelenggaraan 

Pengawasan Internal
Terlaksananya 

Pengawasan Internal 

1.Presentase Obyek 

Pengawasan yang 

diawasi 2.Presentase 

Rekomendasi 

Temuan yang

ditindaklanjuti

25% 25% 25% 25%
Pengawasan Kinerja 

Pemerintah Daerah

Terlaksananya 

Pengawasan Kinerja 

Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan 

Hasil Pengawasan 

Kinerja Pemerintah 

Daerah

3 Laporan 3 Laporan  Rp             120.664.000 

Pengawasan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah

Terlaksananya 

Pengawasan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan 

Hasil Pengawasan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah 

1 Laporan 1 Laporan  Rp             202.744.000 

Reviu Laporan 

Kinerja

Terlaksananya Reviu 

Laporan Kinerja

Jumlah Laporan 

Hasil Reviu Laporan 

Kinerja

3 Laporan 2 Laporan  Rp               83.024.000 

Reviu Laporan 

Keuangan

Terlaksananya Reviu 

Laporan Keuangan

Jumlah Laporan 

Hasil Reviu Laporan 

Keuangan

 Rp             198.770.000 

Pengawasan Desa
Terlaksananya 

Pengawasan Desa

Jumlah Laporan 

Hasil Pengawasan 

Desa

35 

Laporan
 Rp             304.668.000 

Penyelenggaraan 

Pengawasan dengan 

Tujuan Tertentu

Terlaksananya 

Pengawasan dengan 

Tujuan Tertentu

1.Presentase Obyek 

Pengawasan yang 

diawasi 2.Presentase 

Rekomendasi 

Temuan yang

ditindaklanjutii

25% 25% 25% 25%

Penanganan 

Penyelesaian 

Kerugian 

Negara/Daerah

Terlaksananya 

Penyelesaian 

Kerugian 

Negara/Daerah yang 

Ditangani

Jumlah Laporan 

Penyelesaian 

Kerugian 

Negara/Daerah yang 

Ditangani

5 Kasus 2 Kasus  Rp               29.090.000 

Pengawasan dengan 

Tujuan Tertentu

Terlaksananya 

Pengawasan dengan 

Tujuan Tertentu 

Jumlah Laporan 

Hasil Pengawasan 

dengan Tujuan 

Tertentu

10 Kasus 13 Kasus  Rp             391.035.000 

Meningkatnya 

Kualitas Sistem 

pengawasan dan 

pengendalian intern 

pemerintah
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NO. 
PROGRAM INDIKATOR

TARGET
SASARAN PROGRAM

ESELON II

TARGETINDIKATOR 

SASARAN

SASARAN 

STRATEGIS

 Anggaran 

ESELON III

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR
TARGET

SUB KEGIATAN

ESELON IV

SASARAN SUB 

KEGIATAN
INDIKATOR

TARGET

1. Level kapabilitas 

APIP 2. Persentase 

Zona Integritas 3. 

Nilai PMPRB 4. 

Persentase Laporan 

LHKPN/LHKASN 5. 

Persentase Peran 

Asistensi 6. 

Persentase 

Penaganan 

Gratifikasi 7. 

Persentase 

Penanganan Saber 

Pungli 8. Persentase 

penerapan wistle 

blowing Sistem 9. 

Persentase 

Pemantauan 

Pengendalian 

Konflik kepentingan 

10. WBK/WBBM

25% 25% 25% 25%

PROGRAM 

PERUMUSAN 

KEBIJAKAN, 

PENDAMPINGAN 

DAN ASISTENSI

Meningkatnya 

Kualitas Asistensi dan 

jasa konsultasi 

1. Presentase Zona 

Integritas, Presentase 

PMPRB OPD dan 

Asistensi Desa, 

2.Presentase

Pejabat/ASN yang 

melaporkan 

LHKPN/LHKSN

25% 25% 25% 25%

Pendampingan dan 

Asistensi

Terlaksananya 

Pendampingan dan 

Asistensi 

1.Jumlah OPD yang 

ditetapkan sebagai 

Zona Integritas 

2.Jumlah PMPRB 

OPD/Desa yang

dievaluasi 3.Jumlah 

Pejabat/ASN yang 

melaporkan 

LHKPN/LHKSN

25% 25% 25% 25%

Pendampingan dan 

Asistensi Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Terlaksananya 

Pendampingan dan 

Asistensi Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Jumlah Perangkat 

Daerah yang 

Dilakukan 

Pendampingan dan 

Asistensi Urusan

Pemerintahan 

Daerah

88 

Perangkat 

Daerah

 Rp               27.990.000 

Pendampingan, 

Asistensi, Verifikasi, 

dan Penilaian 

Reformasi Birokrasi

Terlaksananya 

Pendampingan, 

Asistensi, Verifikasi, 

dan Penilaian 

Reformasi Birokrasi

Jumlah Perangkat 

Daerah yang 

Dilakukan 

Pendampingan, 

Asistensi, Verifikasi, 

dan

Penilaian Reformasi 

Birokrasi

33 

Perangkat 

Daerah

 Rp               54.620.000 

Koordinasi, 

Monitoring dan 

Evaluasi serta 

Verifikasi 

Pencegahan dan 

Pemberantasan 

Korupsi

Terlaksananya 

Koordinasi, 

Monitoring dan 

Evaluasi serta 

Verifikasi 

Pencegahan dan 

Pemberantasan 

Korupsi

Jumlah Kegiatan 

Koordinasi, 

Monitoring dan 

Evaluasi serta 

Verifikasi 

Pencegahan dan

Pemberantasan 

Korupsi

1 

Kegiatan

1 

Kegiatan

3 

Kegiatan
 Rp             157.434.000 

Pendampingan, 

Asistensi dan 

Verifikasi Penegakan 

Integritas

Terlaksananya 

Pendampingan, 

Asistensi dan 

Verifikasi Penegakan 

Integritas

Jumlah Perangkat 

Daerah yang 

Dilakukan 

Pendampingan, 

Asistensi dan 

Verifikasi

Penegakan 

Integritas

44 OPD  Rp             109.180.000 

Meningkatnya 

Kualitas Sistem 

pengawasan dan 

pengendalian intern 

pemerintah


